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“Bahwa apabila kamu hendak menetapkan hukum diantara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil”.

(Terjemahan Al-Qur’an Surat An-Nisa (4): 58)

11


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KEGIATAN
USAHA BANK SYARIAH

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jember

NURLAILY CHOLILLAH
NIM. 030710101072

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER

FEBRUARI 2007

v


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JANUARI 2007

Oleh

KO ON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu P Igjrﬁl;ing

— o

Ll e
Hj. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

';r?


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENGESAHAN

skripsi dengan judul:
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KEGIATAN
USAHA BANK SYARIAH

Oleh:

NURLAILY CHOLILLAH
NIM. 030710101072

Pembimbing Pembantu Pembimbing

W/” A

KOPONG PARON PIUS. S.H.. S.U. Jj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.. M.H.
NIP. 130 808 985 NIP. 131 276 661
Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

» PARON PIUS, S.H., S5.U
NIP. 130 808 985

vi

u.'h‘: = “—


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 03
Bulan : Februar
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panita Penguji

Sekretaris

, S.H

: VANANG SUPARTO, S.H.
NIF.130 325 902

KOPONG PARON PIUS, S.H., 5.U.
NIP. 130 808 985

Hj. LILIEK ISTIQOMAIIL, S.H., MLH.
NIP. 131 276 661

o "
v J


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SW'I yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidavah-Nva, sehingga
penulis  dapat menyelesaikan skripsi  vang  berjudul: *KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH".

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai svarat untuk
menyelesaikan program studi IImu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada
pihak-pthak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

I. Bapak Kopong Paron Pus, S.H, S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember dan sebagai Pembimbing, vang telah memberikan
dukungan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
fbu Hj. Liliek Istigomah, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing vang

b

tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan schingga penulis merasa
tenang dan perecaya din dalam penyelesaian skripsi ini:

3. Bapak Bastian, SH, selaku Ketua Penguji vang telah menguji dan
memberikan pengarahan denu kesempurnaan skripsi ini;

4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Anggota Penguji yang telah menguji
dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;

5. Bapak lotok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H.. Bapak
Ida Bagus Oka Ana, S H., M.M., selaku Pembantu Dekan |_ 11. 111 Fakultas
Hukum Universitas Jember;

6. Bapak H. Achmad Linoch, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum
Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama
penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember:

viii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10.

13

Bapak Drs. H. Abd. Salam, S H., M H. selaku hakim Pengadilan Agama
Jember yang memberikan penjelasan dan pengetahuan sesuai dengan
masalah yang penulis kaji dalam skripsi ini;

Bapak Ismail Marjuki selaku Kabag. bidang ckonomi Bank Indonesia
Cabang Jember yang telah membantu penulis untuk mendapatkan
penjelasan dan pengetahuan sesual dengan masalah yang penulis kaji
dalam skripsi ini;

Tante Henny dan Om Nanang atas segala kasih sayang dan dukungannya
bagi pendidikan dan masa depanku, serta adikku Ardi dan Ade vang selalu
membenkan kecerniaan. 1

Teman-temanku yang selalu memben support dan keceriaan, Vici, Inar,
Devy. Nimt, Itsna, Ing, Upik, Rika, Ayu, Icha dan Mbak Esti.
l'eman-teman kostku Mbak Auk, Mbak llul, Mbak Ria, Mening, Ruri,
Dias serta semua penghuni Asrama Putnn Whiwasya;

Seluruh teman-temanku angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas
Jember khususnya, serta berbagai pihak vang penulis tidak dapat sebutkan
satu persatu, penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Akhirnya, secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang tak terbatas

pada orang (ua sayva tercinta, Ayahanda Budi Rahardjo, S11. dan Ibunda Andria
Lydiawati atas doa dan dukungannya demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-

anaknya. Demikian juga vang tersayang, kakak sava Pandu Arie Dharma

Rahardjo, S.P. dan Aff Yanuar Rahardjo, dibalik sikap-sikapnya yang spontan,

tersembunyi makna ketulusan untuk mendukung dalam pendidikan saya. Serta
yang terkasth Dodik Rahman Wira Atmaja atas doa dan ketulusannya mendukung

kemajuan sava, khususnya dalam pendidikan saya.

Semoga segala amal bailk yang telah mereka berikan dengan tulus dan

ikhlas pada penulis, mendapat balasan dan Allah SWT. Akhir kata, pada
kesempatan im penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi im dapat

bermanfaal dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Februari 2007 Penulis


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RINGKASAN

Lahimya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hasil amandemen
terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Apama.
membawa lompatan fenomenal terhadap eksistensi peradilan agama dari lembaga
vang semula identik dengan peradilan keluarga berubah menjadi peradilan modern
seiring dengan bertambahnya kewenangan baru di bidang ekonomi syariah yang
meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro svariah, asuransi syariah,
reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syanah dan surat berharga
berjangka menengah syariah, sekuritas svanah, pembiayaan syariah, pegadaian
syanah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisms syanah. Namun,
penambahan kewenangan Pengadilan Agama tersebut belum diimbangi dengan
tersedianva hukum materiil sebagai pelaksana atas Undang-undang Peradilan
Agama tersebul.

Secara umum, upaya penyelesaian sengketa kegiatan ekonomi syariah
khususnya sengketa kegiatan usaha Bank Syariah dapat dilaksanakan melalui 2
(dua) jalur yaitu jalur litigasi (di dalam pengadilan) melalui pengajuan gugatan ke
Pengadilan Negen dan jalur non litigasi (di luar pengadilan) melalui prosedur
arbitrase maupun dengan alternatil penvelesaian sengketa lainnya berupa
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta pendapat atau penilaian ahli.
Namun pada prakiecknya sengketa kegialan usaha Bank Syariah banyak
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pendekatan vang digunakan dalam menganalisis kewenangan pengadilan
agama dalam penyelesaian sengketa kegiatan usaha Bank Syariah adalah dengan
menggunakan metode penelitan yuridis normatif vang didukung oleh data
empiris berupa wawancara dengan seorang hakim Pengadilan Agama Jember dan
dengan Kepala Bagian Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember melalu
pendekatan konseptual dengan bahan hukum vang digunakan meliputi: bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung dengan bahan non
hukum dari media elektronik.

Pembahasan dalam skripsi imi dimulai dari cara penyelesaian sengketa
kegiatan usaha Bank Syariah sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3
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Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. dimana belum terdapat adanya peraturan perundang-undangan
vang tegas mengenai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa
ckonomi syaniah, hingga mengenai penerapan kewenangan Pengadilan Agama
sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 lentang Peradilan Agama .

Untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan baru Pengadilan Apama
dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya kegiatan usaha bank
svanah vang ditepaskan dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang Peradilan Agama
vang berlaku bag) orang-orang vang beragama Islam, termasuk orang atau badan
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela pada hukum
Islam mengenai hal-hal vanp menjadi kewenangan Peradilan Agama sesumi
dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama,
diperiukan adanya suatu hukum materil sebagai pedoman hakim dalam
memutuskan sengketa ekonomu syariah sebagai pendukung hukum formil. Hukum
formil Peradilan Agama diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama
vaitu didasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang
Peradilan Agama.

Dalam rangka menciptakan kepastian  hukum guna menumang
perkembangan perckonomian Indonesia terutama yang berbasis syanah,
Pemerintah melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang, harus
scgera menyelesmkan Kompilasi Hukum Muamalah Syariah yang nantinya
diharapkan memberikan penegasan dan menjadi pedoman tentang penvelesaian
sengketa vang ideal dalam praktik ekonomi syaniah khususnya kegmatan usaha
bank svariah

X1
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UNIVERSITAS EMerp

L U PERPYSTARAAN

BAB L. PENDAHULUAN -p

1.1 Latar Belakang

Lahimya bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia elah menambah
semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang industri perbankan di
Indonesia. Visi perbankan syariah umumnya adalah menjadi wadah terpercava
bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara
adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan
memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan syanah
['u‘.f’lirdyaningﬁih dkk, 2005:1).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10
tahun 1998 yang sclanjutnya discbut dengan Undang-undang Perbankan
menjadikan perkembangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah cukup menggembirakan. Hal ini mengingat scbagian besar
masyarakat Indonesia yang beragama Islam enggan untuk melakukan transaksi
yang tidak berdasarkan prinsip syariah (Wirdyaningsih dkk, 2005:v).

Bank syariah di Indonesia secara resmi pertama kali diperkenalkan pada tahun
1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor [0
tahun 1998. Berlakunya undang-undang tersebut memberi peluang yang lebih luas
bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanyu termasuk pemberian
kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang
yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank pertama yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkun prinsip syanah
adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang lahir schagai hasil kerja Tim
Perbankan MUL (Majelis Ulama Indonesia) dan mulai beroperasi tanggal | Mei
1992, yang kemudian diikuti dengan munculnya bank-bank berdasarkan prinsip
syariah lainnya, termasuk lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul
Maal wa Tamwil (BMT), Bank milik pemerintah pertama yang melandashan
operasionalnya pada prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Schagai
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salah satu bank yang dimiliki oleh PT. Bank Mandin (Persero). bk yang memiliki
assel ratusan triliun dan jaringan yang sangat luas, Bank Syariah Mandiri
memiliki beberapa keunggulan dibanding pendahulunya. ¢Muhammad Syafii
Antonio, 2004:25-26).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil diatur lebih
lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf
(¢) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 ditegaskan bahwa bank dapat
menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
dengan ketentuan vang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pada waktu itu
peraturan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi [Hasil dituangkan oleh
pemerintsh dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Rachmadi Usman, 2002: 47).

lndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berlaku mulai tanggal 10
Nopember 1998 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Bank
Berdasarkan Prinsip Svarizh yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sehubungan
dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 whun 1992, perlu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992
dituangkan dalam Peraturan Pemenntsh Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
sehagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan
Rakyat dan Peraturan Pemenntah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Rachmadi Usman, 2002: 47).

Undang-undang Perbankan terscbut membawa perubahan bagi perkembangan
sistem perbankan syariah yaitu bertujuan memenuhi kebutuhan jasa perbankan
bagi masyarakat vang tidak menerima konsep bunga. membuka peluang
pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan serta
memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan vang memiliki beberapa
keunggulan  komparatif berupa  peniadaan  pembebanan  bunga  yang
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berkesinambungan. Undang-undang Perbankan ini juga memberikan penegasan
terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992,
menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutan tersebut terdapat pada
Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 12 dan angka 13 (Wirdyaningsih dkk, 2005: 66).

Pelaksanaan Undang-undang Perbankan tersebut dnkuti  dengan
dikeluarkannya sejumlah penentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan
(SK) Direi:si Bank Indonesia vang memberikan landasan hukum yang lebih kuat
dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah Indonesia. Padu
masa awal sebagai pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank
berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan SK Direksi Bl No.32/34/KEP/DIR
tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK
Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip Syarigh. Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBL/2004 tanggal 14 Oktober 2004
tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Ussha Berdasarkan Prinsip
Syariah dan PBI No. 6/17/PBL/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank syariah maka
sangat dimungkinkan timbulnya sengketa yang terjadi dalam pelaksanaannya
sehingga memerlukan penyelesaian yang baik. Secara umum penyelesaian
sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di
dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian
sengketa di bidang perbankan tidak diatur secara jelas dalam peraturan
perundang-undangan, Oleh karena itu perlu diatur mengenai hal penyelesaian
sengketa dalam Lembaga Ekonomi Syariah (LES) yang di dalamnya termasuk
bank syariah (Wirdyaningsih dkk, 2005: 289).

Sengketa ckonomi syariah khususnya sengketa kegiatan usaha bank syariah,
selama ini banyak diupayakan/diselesaikan secara musyawarah, mengingat hal

tersebut r'numpunyni kelebihan yaitu efektif dan efisien serta menjaga citra bank
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syariah yang bersangkutan ( Hasil wawancara dengan Ismail Marjuki, Kabag.
Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember, 18Desember 2006).

BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang sebelumnya bernama
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) merupakan lembaga permanen
vang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi menyelesaikan
kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan
perdagangan, industri, keuangan dan jasa (Wirdyaningsih dkk, 2005: 293).

Peran dan fungsi BASYARNAS tidak optimal dan tidak memadai untuk
menyelesaikan setiap kasus perselisihan karena lembaga arbitrase tidak memiliki
daya paksa untuk menyeret orang ke pengadilan, sehingga tidak mengherankan
jika ratusan gugatan perselisihan di bidang ekonomi syariah yang tercecer karena
berada diluar kewenangan Badan Arbitrase Syariah. Banyaknya kasus gugatan di
bidang ckonomi syariah sclama ini tidak bisa disclesaikan oleh Badan Arbitrase
Svariah karena badan ini bukanlah lembaga peradilan. Keputusan arbitrase baru
memiliki kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak scpakat membawa kasus itu
ke Badan Arbitrase Syariah dan sepakat untuk menerima keputusan badan
arbitrase tersebut (hitp://www.waspada.co.id/s/phpad/click.php?bannerlD=50).

Pada prakteknya pelaksanaan BASYARNAS tersebut kurang efekuf. Pihak
bank dan nasabah lebih banyak menyelesaikan sengketa kegiatan usaha bank
syariah secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan pilihan hukum dalam
upays penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam setiap akad atau perjanjian di
bidang kegiatan usaha bank syariah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga citra
suatu Bank Svariah di mata masyarakat (Hasil wawancara dengan Drs. H. Abd.
Salam, S.H., M.H., Huakim Pengadilan Agama Jember, 13 Scptember 2006).

Pilihan hukum atau bentuk upaya penyelesaian sengketa kegiatan usaha Bank
Syariah ditentukan dalam setiap akad kegiatan usaha Bank Syanah seperti halnya
pada akad pembiayaan syariah, Pilihan hukum tersebut yang dijadikan dasar untuk
memilih upaya penyelesaian sengketa dalam setiap pelaksanaan akad.

Lahifnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-indang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Peradilan Agama berlaku sejak
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tanggal 20 Maret 2006, Amandemen Undang-undang Peradilan Agama tersebut
memberikan penegasan terhadap prosedur penyelesaian scng.,kem yung terjadi
dalam kegiatan usaha bank syariah dan kegiatan usaha ckonomi syariah pada
umumnya. Dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa. memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang vang beragama
Islam dibidang:

Perkawinan;
Waris;
Wasiat;
Hibah;
Wakat;

Zakat;

Infag;
Shadagah; dan

ckonomi syariah

TEE PO AR T

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syariah. vang meliputi:

bank syariah;

lembaga keuangan mikro syarnuh:

asuransi syariah;

reasuransi syariah;

reksa dana syariah;

obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syanah:
sckuritas syariah;

pembiayaan syariah;

pegadaian syanah;

dana pensiun lembaga keuangan syarigh; dan
bisnis syariah.

Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut
mempertegas kewenangan Pengadilan Agama  dalam penyelesaian sengketa

Foo R ma e T

kegiatan usaha ekonomi syariah, utamanya kegiatan usaha bank syariah. Sehingga
menjadi mutlak bahwa lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan
sengketa ckonomi syarish adalah Pengadilan Agama. |
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1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Kegiatan Usaha Bank Syariah
Scbelum Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama?

L

Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penvelesaian
Sengketa Kegiatan [Usaha Bank Syariah?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dari karya tulis ilmiah dalam
bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagal salah satu

persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum
pada Fakuitas Hukum Universitas Jember.
Untuk penulis sumbangkan pada alma mater tercinta dalam

menambah pembendaharaan  tlisan atau karya ilmiah dan

[

wawasannya.
3. Uniuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan,

khususnya pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang

bersifat teoritis dengan kenyataan vang ada dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus
|. Untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian sengketa
kegiatan usaha bank syariah sebelum berlakunys Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 wentang Peradilun Agama.
2. Untuk mengetahui dun mengkaji kewenangan pengadilan agama
dalam penyelesaian sengketa kegiatan usaha bank syariah.
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1.4 Metode Penclitian

Metodologi sangatlah diperlukan dalam penulisan / pcn}"usunan karya tulis
yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat
dilakukan dengan benar dan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang
maksimal.

Metade penulisan merupakan hal yang sangat penting sebagai proses untuk
menemukan aturan hukum. prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki.
2005:35).

|.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah vang dipergunakan penulis adalah metode
pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan
dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode
pendekatan hukum doctrinal, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum
yang berhubungan dengan permasalahan (Ronny Hanintijo Soemitro. 1990:97).

Selain itu dalam rangka penyempurnaun skripsi ini. pendekatan masalah
tersebut didukung oleh data empiris dengan studi lapangan berupa wawancam
dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini yaitu dengan
seorang Hakim di Pengadilan Agama Jember dan wawancara dengan Kepala
Bagian Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember.

| .4.2 Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum merupakan sarana dari suatu penelitian vang
dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam
penulisan skripsi ini.. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan 2 (dua) bahan

hukum yaitu:
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1.

Bahan-bahan hukum primer.

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh
dari mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapal sarjana dan
norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam
skripsi ini. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum vang bersifat
autoriatif , artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer vang digunakan
sehagai acuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berkut:
Undang-undang Nomeor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahunl989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Fatwa Dewan
Syariah Nasional vang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bahan-bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Selain sumber penelitian hukum di atas, digunakan pula sumber bahan
non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain yang
dirasa penulis kurang lengkap dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.
Bahan non hukum terdin dan wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di
pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah (Peter Mahmud Marzuki 2005:164).
Termasuk didalamnya media elektronik, yaitu yang bersumber dan internet.
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan seorang
Hakim dari Pengadilan Agama Jember dan wawancara dengan Kepala Bagian

Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang Jember.

\
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1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini yaitu dengan pendeckatan konseptual yang diperlukan dengan studi
literatur, yaitu dengan mempelajari. menelusuri, mengkaji dan menganalisis
pengaturan perundang-undangan, dokumentasi. karya ilmiah. artikel, dan hasil
seminar vang berhubungan dengan permasalghan yang akan dibahas (Peter

Mahmud Marzuki, 2005:196).

Dalam hal ini penulis juga melakukan observasi yakmi dengan cara
wawancara secara langsung dengan seorang hakim dari Pengadilan Agama
Jember dan dengan Kepala Bagian Bidang Ekonomi Bank Indonesia Cabang
Jember,

1 .4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan
terarah, Kemudian penulis menggunakan metode dedukif, yaitu berpangkal dari
prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip  khusus. Selanjutnya buhan
hukum tersebut diolah sccara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum
non-statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2005:41-42),

Langkah sclanjutnya vang harus  dilakukan  penulis  adalah
mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk
menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan
hukum dan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi.:
melakukan telaah atas isu hukum vang digjukan berdasarkan bahan-bahan yang
telah  dikumpulkan; menarik  kesimpulan  dalan  bentuk  argumentasi  yang
menjawab isu hukum; dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang
telah dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171),
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kewenangan™ sering discbut juga dengan kekuasaan maupun
kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu competentie, sehingga ketiga
kata terschut dianggap semakna (Roihan A. Rasyid. 2005: 25).

Kewenangan peradilan agama yang menyangkut 2 (dua) hal. yaitu tentang

kewenangan relatif dan kewenangan absolut:

2.1.1 Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kewenangan pengadilan yang satu jenis
dan satu tingkatan. dalam perbedaannya dengan kewenangan pengadilan yang
sama jenis dan sama tingkatannya (Roihan A. Rasyid, 2005: 25),

Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara
pengadilan  dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang
berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan
Peradilan Agama (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997:11)

Misalnya antara Pengadilan Negeri Jember dengan Pengadilan Negeri
Malang, dan antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Pengadilan Agama
Probolinggo. Pengadilan Negeri Jember dengan Pengadilan Negeri Malang satu
jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkal
pertama. Pengadilan Agama Surabaya dengan Pengadilan Agama Probolinggo
satu jenis, yailu sama-sama liﬁgkungan Peradilan Agama dan sama-sama tingkat
}']E!'[Hﬂ'iﬂ.

Dasar untuk menentukan kewenangan relatil’ Pengadilan Agama  dalam
pengajuan permohonan atau gugatan adalah ketentuan Pasal 118 HIR seperti
halnya dalam pengajuan pugatan pada Pengadilan Negeri. Hal ini mengingat
ketentuan hukum acara yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama
didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum acara yang

digunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

10
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Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam
Undang-undang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 118 HIR. setiap permohonan atau gugatan diajukan ke
Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi:

a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi
wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya
maka pengadilan pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal:

b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan
kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu
kediaman tergugat:

¢. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahw atau tempat tinggalnya
tidak diketahui atau jika tergugal tidak dikenal (tidak diketahui) maka
gugatan digjukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi lempat
tinggal penggugat;

d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak. gugatan dapat
diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak
hergerak:

e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan
dapat diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Dasar untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama  dalam
perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya
meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan
mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam Undang-
undang Peradilan Agama, antara lain mengenai permohonan ijin poligami.
permohonan dispensasi perkawinan, permohonan pencegahan perkawinan dan
permohonan pembatalan perkawinan,

Kewenangan relatif Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian yaitu
dalam hal permohonan cerai talak yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-
undang Peradilan Agama dan mengenai Perkara gugat cerai yang diatur dalam

Pasal 73 Undang-undang Peradilan Agama (Abdullah Tri Wahyudi, 2004:89-90).

2.1.2 Kewenangan Absolut
Kewenangan absolut artinya kewenangan pengadilan yang berhubungan
dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan (Roihan. A,

Rasyid. 2005: 25).
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Kewenangan absolut adalah kewenangan yang berhubungan dengan jenis
perkara dan sengketa kewenangan pengadilan (Retnowulan Sutantio dan |skandar
Oeripkartawinata, 1997:11),

Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-
undang Peradilan Agama. Contoh  kewenangan  absolut  yaitu mengend
kewenangan pengadilan agama atas perkara ekonomi syariah, sesuai Pasal 49

huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama..

2.2 Jenis-jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Peradilan Agama

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. berdasarkan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah:

4. Perkawinan;

b. Kewarisan. wasiat dan hibah. yang dilakukan berdasarkan hukum islam;

¢, Wakat dan shadagah.

Sedangkan jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama,
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah:

a. Perkawinan.

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal vang diatur dalam atau
berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang
dilakukan menurut syariah,

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Pekawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan scorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang maha Esa.

b. Warls.

Yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan  bagian  masing-masing ahli  waris, dan

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebul, serta penetapun
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pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli
waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Wasiat.

Yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada
orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi

tersebut meninggal dunia.

. Hibah.

Yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari
seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk
dimiliki.

Wakaf.

Yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atan kesejahleraan menurut
syariah.

Zakat.

Yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum
yang dimiliki oleh orang muslim sesual dengan ketentuan syariah untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Infag

Yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna
menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan.
memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain
berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah S.W.T.

Shadaqah.

Yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SW.T. dan

pahala semata.
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Ekonomi syariah

Yuitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

syariah, antara lain meliputi:

a)

b)

d)

Bank syvariah yaitu Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah yang dalam Kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 tahun 1998 tentang
Perubahan LU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

Lembaga kcuangan mikro syariah adalah lembaga kcuangan yang
mendorong pengembangan scktor usaha kecil dan mikro syanah. BMT
Baitul Mal Wattamwil) merupakan bentuk lembaga keuangan mikro
syariah yang telah terbukti mendorong pengembangan sektor usaha
kecil dan mikro (http://www.republika.co.id/koran.asp?kat id=462).
Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong
di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset
danfatau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang scsuai
dengan syariah (Fatwa DSN No.2l/DSN_MUIX/2001  tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Reasuransi syariah adalah usaha meng-asuransi-kan  kembali
berdasarkan  prinsip  svariah,  berdasarkan  Fatwa  DSN
No.21/DSN_MULX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
reasuransi syariah hanya dapat dilakukan kepada perusahaan
rcasuransi yang berdasarkan prinsip syanah.

Reksa dana svariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut
ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam. baik dalam bentuk akad antara
pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ Rabb al Mal) dengan
Manajer Investasi schagai wakil shahih al-mal. maupun antara
Manajer Investasi scbagai wakil shahib al-mal dengan pengguna
investasi (Fatwa DSN No.20/DSN_ MUIIV/2001 tentang Pedoman

Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syan'ah).

e
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f)

g)

Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syaniah.
Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang
berdasarkan prinsip svariah vang dikeluarkan Emiten kepada
pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Fmiten untuk
membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi
hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh
tempo (Fatwa DSN No: 32/DSN-MUVIX/2002 tentang Obligasi
Syariah)

Sekuritas syariah.

Sekuritas  syariah  adalah  lembaga sekuritas  yang  bergerak
menjalankan transaksi sckuritas berdasarkan prinsip syariah.
Lembaga sekuritas adalah lembaga yuang bergeruk menjalankan
wransaksi  sekuritas, untuk melayani para investor yang ingin
menanamkan modalnya di dalam sekuritas, baik saham maupun
obligasi dan surat berharga lain yang diperdagangkan dengan
keputusan membeli. menjual sampai merger
(library. gunadarma.ac.id/files/disk 1/10/jbptgunadarma-gd 1 -s1-2004-
mediamuhar-469-daltrai-i.pdf).

Perusahaan sekuritas adalah bukan sekadar berusaha untuk melakukan
jual beli saham, namun perusahaan sekuritas juga menyediakan

tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu kita untuk menempatkan

h)

dana yang ada dalam beberapa jenis investasi (http://www.pikiran-
rakyat.com/cetak/2006/1 12006/19/geulis/index.html).

Pembiayaan syanah.

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam Pasal |
angka 12 Undang-undang Perbankan adalsh penyedinan uang atad
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan itk
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersehut seteluh

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
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Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk
memenuhi kebutuhan pihak-pthak yang merupakan defisit unit
(Muhammad Syafi’i Antomio, 2001: 160).

Fasilitas pembiayaan pada bank syariah antara lain didasarkan pada
prinsip jual beli (murabahah, istishna, salam), prinsip bagi hasil
(mudharabah,musyarakah), prinsip sewa menyewa (ijarah, ijarah
muniahiya bittamlik), prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad
gardh (Wirdyaningsih dkk. 2005:126).

i) Pegadaian syariah.

Perjanjian gadai dalam Islam disebut Rafm, yaitu perjanjian menahan
sesuatu barang tanggungan utang. Rahn merupakan suatu akad utang
piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta
menurut syariah sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan
bolch mengambil utang (Muhammad Sholikul Hadi, 2003:51).

j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah merupakan badan hukum
yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang
menjanjikan sejumlah uang yvang pembayamnya secara bekala dan
dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu
(http://dplk.muamalatbank.com).

k) Bisms syanah.

Bisnis syariah adalah kegiatan usaha yang sifatnya mencari
keuntungan yang didasarkan pada prinsip syariah. Contohnya jual beli
yang didasarkan pada prinsip murabahah, istishna, maupun salam.
Pengertian bisnis adalah kegiatan usaha yang sifatnya mencarn
keuntungan (Alex, 2005:72).

2.3 Pengertian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Pengertian bank secara umum berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakal dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
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dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.

Pengertian bank berdasarkan prinsip syariah ialah bank yang mendasarkan
produk dan pelaksanaannya pada hukum Islam, yaitu berdasarkan Al Qur’an dan
Al Sunnah (Munir Fuady, 2003:169).

Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian
yang berbeda. Namun secara fcknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank
Syariah mempunyai pengertian yang sama (Warkum Sumitro, 2003: 1).

Perkataan Islam berasal dari perkataan Arab (aslama, yuslimu, Islaman) yang
bermaksud tunduk, patuh dan ia juga bermaksud selamat, sejahtera serta damai.
MNama Islam itu sendiri adalah diberikan Allah Tuhan sekalian alam. Agama Islam
adalah agama yang mentauhidkan Allah dan telah lama wujud sebermula dengan
Nabi Adam as. sehingga Nabi terakhir Nabi Muhammad saw. cuma yang
membedakan  (antara  nabi-nabi) ialah dari  segi syariat saja
{http://ms.wikipedia.org/wiki/Islam).

Perkataan syari’al atau yang ditulis juga syariah, merupakan ketetapan-
ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya. baik berupa larangan maupun
perintah yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Ditinjau dari
sudut ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah.
yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan
akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama
manusia dan benda dalam masyarakat (Mohammad Daud Ali dalam Suhartono.
Tesis, Program Pascasarjana Ungj, Jember, 2006:14).

Secara ganis besar ketentuan dalam syanah dibedakan menjadi dua, yaitu
yang mengatur mengenai ibadah , yaitu bentuk hubungan manusia dengan Allah
(habluminallah) dan vang mengatur mengenai hubungan sesama manusia
(habluminannas) atau lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah dalam istilah
hukum kita lebih dikenal dengan Perdata
(hitp://hukumonline.com/klinik.asp?cl=7).
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Pengertian prinsip syariah terdapat dalam Pasal | angka 13 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank
dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan
usaha. atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara
lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang
modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan
adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak
bank oleh pihak lain (ijarah wa 1gtina).

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembangunan
serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syariat Islam (Warkum Sumitro, 2002: 5).

Berdasarkan rumusan terscbut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara
beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara [slam, yakni
mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan
pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan
manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun anlara perorangan
dengan masyarakat (Abdul Wahab Khallal' dalam Warkum Sumitro, 2002: 3).

Operasionalisasi bank syariah harus mengikuti dan atau berpedoman
kepada praktek-prakiek usaha yang telah dilakukan di zaman Rasulullah. bentuk-
bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau
bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama / cendekiawan muslim
yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Hadis (Warkum Sumitro,
2002: 6).

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional,
karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah merupakan subsistem dari
suatu sistem ckonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu,
perbankan syariah, tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara

komersial, namun dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi
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nilai-nilai syariah. Tujuan dari pendirian bank-bank syariah umumnya adalah
untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Syariah
ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya. (Wirdyaningsih
dkk, 2005:47)

Secara umum, prinsip utama yang dianut oleh Bank Syariah adalah:

|. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi:

I~

Menjalankan  bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis  pada
memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah;
3. Menumbuhkembangkan zakat.
Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopst suatu sistem dan
prosedur perbankan yang ada. Namun, bila terjadi pertentangan dengan prinsip-
prinsip svariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan menerapkan suatu
sistem sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-
prinsip syariat lslam (Wirdyaningsih dkk, 2005:47).

Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
|. Prinsip Keadilan.
Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan
pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan
Nasabah
2. Prinsip Kemitraan.
Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana,
maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Ial
ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di
antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam
hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim
pembiayaan yang dimilikinya.
3. Prinsip Keterbukaan.
Melalui laporan keuangan bank yang terbuka sccara berkesinambungan, nasabah

dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank

=
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4. Universalitas.

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras
dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan
lil'alamiin (http://www.syariahmandiri.co.id/index.php).

Jenis-jenis bank yang dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah
adalah bank berdasarkan syariah vang dilaksanakan oleh Bank Umum dan bank
berdasarkan syariah yang dilakukan olch Bank Perkreditan Rakyat (Munir Fuady,
2003:172).

Pengertian Bank Umum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal | angka 4 Undang-
undang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.4 Bentuk-bentuk Kegiatan Usaha Bank Syariah

Pengaturan mengenai kegiatan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) yang berlaku baik bagi Bank Konvensional maupun Bank Syariah
ditetapkan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 Undang-undang Perbankan. Pasal-
pasal tersebut memberikan daftar legitimasi kegiatan usaha vang boleh dilakukan
oleh bank secara umum. Namun secara khusus, untuk bank syariah kegiatan usaha
yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana
yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Perbankan (Gemala
Dewi, 2004:71)

Secara umum bentuk-bentuk kegiatan usaha bank syariah adalah berupa
kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat sebagaimana
yang ditegaskan dalam pengertian Bank dalam Pasal | angka 3 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.
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Kegiatan usaha yang dijalankan Bank Umum Syariah diatur oleh Bank
Indonesia melalui Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBL/2004.
Kegiatan-kegiatan itu meliputi:

1. Penghimpunan dana

a. Giro berdasarkan prinsip wadi ‘ah.

Wadi' ah adalah akad penitipan barang / uang antara pihak yang
mempunyai barang / uang (muwaddi’) dengan pihak vang diberi
kepercayaan (mustawda’) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan,
keamanan serta keutuhan barang / uang. Dalam hal ini Bank Syariah
menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, yaitu bank dapat
menggunakan simpanan nasabahnya untuk dikelola.

b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi ‘ah dan atau mudharabah.
Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal)
dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau
keuntungan. Sistem mudharabah ini dapat diaplikasikan pada produk
tabungan, deposito dan giro. Seperti halnya pada sistem wadi ‘ah,
tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/ DSN-MUL/ TV/ 2000
dan giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/ DSN-MUT/ TV/ 2000.

¢. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.

Deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/ DSN-MUL [V/ 2000.
2. Penyaluran dana
a. Prinsip jual-beli
1) Murabahah

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah
untuk membeli suatu barang / jasa dengan kewajiban
mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah
margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Sebagai dasar
hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam
adalah sebagai berikut :

a) QS. Al-Bagarah (2) : 275, “Dan Allah telah menghalalkan

jual beli dan mengharamkan riba™.
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b) HR. Al-Baihagi dan Ibnu Majah “Dari Abu Sa’id Al-
Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya
jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka’.

Pembiayaan Murabahah juga diatur dalam Fatwa DSN No. 04/
DSN-MUL/ TV/ 2000.

Istishna

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah
untuk membeli suatu barang / jasa dengan pembayaran dimuka,
dicicil atau tangguh bayar. Ketentuan mengenai istishna diatur
dalam Fatwa DSN No. 06/ DSN-MUL/ 1V/ 2000.

Salam

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah
untuk membeli suatu barang / jasa dengan pembayaran dimuka
sebelum barang / jasa diantarkan atau terbentuk.

. Prinsip bagi hasil

1)

2)

Mudharabah, yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada
suatu usaha untuk janpka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Fatwa
DSN No. 07/ DSN-MUI/ TV/ 2000.

Musyarakah, yailu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada
suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Diatur
dalam Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUL/ IV/ 2000.

Prinsip sewa-menyewa

1

2)

[jarah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan
nasabah untuk memiliki suatu barang / jasa dengan kewajiban
menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai
dengan kesepakatan. Diatur dalam Fatwa DSN No. 09/ DSN-MUL/
V/ 2000.

ljarah muntahiva bittamlik, yaitu akad sewa menyewa barang
antara bank dengan penyvewa yang diikuti janji, bahwa pada saat
yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah
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kepada penyewa. Diatur dalam Fatwa DSN No. 09/ DSN-MUV/ IV/
2000.

d. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad gardh
Yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi
kaum dhuafa yang merupakan zakat/ infak/ sedekah dan ingin mulai
berusaha kecil-kecilan. Diatur dalam Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUU/
X/ 2000.

3. Jasa pelayanan

a. Wakalah, yaitu jasa melakukan tindakan/ pekerjaan mewakili nasabah
sebagai pemberi kuasa. Contoh pembukaan L/C oleh Bank atas nama
nasabah. Diatur dalam Fatwa DSN No. 10/ DSN-MUV/ [V/ 2000.

b. Hiwalah, vaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran hutang
dari seseorang vang berhutang pada orang lain. Diatur dalam Fatwa
DSN No. 12/ DSN-MUV IV/ 2000.

¢. Kafalah, yaitu pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung
kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung).
Diatur dalam Fatwa DSN No.11/ DSN-MUT/ TV/ 2000.

d. Rahn, yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan
barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas,
perak, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu sesumi dengan
kesepakatan. Diatur dalam Fatwa DSN No. 25/ DSN-MUI/ 1T/ 2002
(Wirdyaningsih dkk, 2005:126-169)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya
tidak jauh berbeda dengan kegiatan usaha pada Bank Umum Syariah. Hanya ada
beberapa kegiatan usaha pada pada Bank Umum Syariah yang tidak dilaksanakan
pada Bank Perkreditan Rakyat Syarah. Kegiatan Usaha pada Bank Perkreditan
Rakyat Syariah diatur dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No,
6/1 7/PBL/2004, yaitu sebagai berikut:

. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
g, Tabungan berdasarkan prinsip wadi ‘ah atau mudharabalk,
b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; dan atau
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¢. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi wh atau mudharabah.
2, Menyalurkan dana dalam bentuk:
a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:
1) Murabahah
2) Istishna
3) Salam
b. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah.
c. Pe’?mhiuyaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
a.  Mudharabah: dan atau
2} Musyarakah
d. Pembiayaan berdasarkan prinsip gardh. (Wirdyaningsih dkk, 2005:126-
127)
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BAB 4. PENUTU UNIVERSITAS fEMBER

4.1 Kesimpulan

1.

Cara penyelesaian sengketa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama dapat dilaksanakan melalui 2 jalur yaitu jalur
litigasi (di dalam pengadilan) melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan
Negeri dan jalur non litigasi (di luar pengadilan) melalui prosedur arbitrase
maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya berupa konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi serta pendapat atau penilaian ahli.
Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa kegiatan
usaha Bank Syariah ditegaskan dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang
Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi
syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,
asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah
dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah,
pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan
syariah dan bisnis syariah.

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-
undang Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-
undang Peradilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama berlaku bagi orang-orang yang beragama
Islam, termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarela pada hukum Islam mengenai hal-hal
yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan
dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama.

41
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4.2 Saran

1.

Pemerintah harus segera mengatur tentang hal penyelesaian sengketa
dalam kegiatan usaha Lembaga Ekonomi Syariah (LES) yang didalamnya
termasuk bank syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan disertai
peraturan pelaksanaan yang tegas.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum guna menunjang
perkembangan perekonomian Indonesia terutama yang berbasis syariah,
Pemerintah melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang,
barus segera menyelesaikan Kompilasi Hukum Muamalah Syariah sebagai
pedoman tentang penyelesaian sengketa yang ideal dalam praktik ekonomi
syariah khususnya kegiatan usaha bank syariah.
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Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

PBI Nomor 6/24/PB1/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

PBI Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip
Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional.
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4 Disahxan-tambahan.

SYARIAH MANDIRI —--
yang berkedudukan -
di “akarta dengan -

Cabangnya di Jember,

oI RAG I RS TV

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH &

MNomor: T,

- Pada hari ini, Senin, Tanggal Duapuluh Satu, Bulan Maret,== "

Patin Dusriba Lims (21=03:2005), —===—rtr—mm=c—er=nnmen
- Menghadap kepada saya, ABBAS SAID BAUZIR, Sarjana Huicmn.5

Notaris di Jember, dengan dihadiri oleh saksi-saksi gsaFLIqﬂuwu
kenal dan nama-namany=a akan disebutkan pada bagian akhir akia ini :
I Tuan BDHI #MULYOND, Umar 34 tahun; Warga FNegara Iudu—-f

nesia, Kiryawan Swasta, femcgnng‘ﬂartu Tanda P:nduiukm
Nomor: 03.5402. EJDjTO Eb}& beralamat dan bertempat -
tlﬂggal di Jalun Taruna “elurahan.Pulo ﬂadung,lké -1

camatan Pulo “adung, Kotamadya Jakarta Timur. -—.-'—---f——! 0

—~_ Uptuk sementara penghadap bcrada di ;emaer. ——

-, Yalam melakukan perbuatan hukum dibawah ini ber —-1_'

tindak untulk dan atzs nams Perseroan Terba bas PP, _—

BANK SYARIAH MANDIRI. e m——————— e e e e

Lo Demikian berdasarkan f:rnyataau nhnpu-usan apat -vT

Perubahan Ahggaran “asar "PT,BANK SYARIAH HAYDIHI“*

Nomor 23, tertanggal E~9 -1333 (ﬁelapanxﬁcptember ———

1

o
¥
£
5 |
!

Seribu Sembilarnratus Sembilanpuluh Sembilan), 3-ang di _

i
i

buat dihadspan SUTJIPIO, “arjarna Hukum, I\uta"‘lﬁ di Lo

Jakarta , bermeterai cukup, yang aslinya dlperllha*kan .‘

kepada saya,; Notaris. e mm——— e b

-. Demikian juga berdasarkan PETIKAN SURAT KEPJTJSAH -

DIRBEKSI PT.BANK SYARIAH MANDIRI, NOMOR: E,fcnu-mpfnm
tertanggal 14-05-2004. (Bmpatbelas “ei Duaribu Bmpat}
tentang MUTASL .PEGAUAL. PT. BANK SYARTAH MANDIRL, yang -

aszlinya diperlihatkan kepzda saya, Notaris, --";*--j—
i
s Demikian sah mewakili,PT:.( Perseroan, Terbatas) BANE-

e Selaku “BANK"selanjutnye dalam ekta ini disebut ————-
s o PIHAK PERTAMA —— oo e —eomoee—

|

FR/PP/Z-95 (1A7) { SR T |

b
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SR ARt L

Ll = =

buat oleh ASHADI WI“#HTD
t— mengetahul dan o2 ®
penyetujui oleh dokter -

UNTUNG SUNARIYADI —we_
Spesialis Radiologi —-
gelaku Kopmandan Deta -
semen Xesehatan Wi ———
layah 030403 Malang, -

~. Demikian juzs ber =,
" dasarkan Akta Ferubah~ -

an Anggaran Dasar —--_
Koserasi Namor : 150/
PAD/KWR.L13/V1T 1597 -
tertanggal 23-7-1937 -
(Duapulan <epbilan ——-
Juli Seribu “embilan -
ratus Sembilanpuluh --—
Tujuh) yang telah mern-
dapalknn pengesahan ——
“enteri Koperasi Dan -
Fewbinasn Penpusahy —-

Kecil Hepublik Indonesia

- Yagg Yesemuanys ———
aslinya diperlihatkapn-
kepada saya, Hotaris,. -

~. “emikian sah me -——

wakili untuk dan atas-

nama Loperasi Angkatan
Darat Rumah “akit ———r
Tingkat III (PRIMXOPAD
RUMKIT TKIIIT JEMBER)-
yang berkeduiukan di -
Jember.

L,

=——-— sclanjutnya dalam akta ini disebut PIHAK KEDUA .. |’
~Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, —— '
- Para penghadap dalam kedudukan masing-masing, tersebut dj atas |
terlebih dahulumengrangkan kepada sayn, Notaris : ——_ :

FIVPP2-99 (117)

" buat oleh dokter UNTUNG SUNARI¥RDI Spesialis dadlﬂ% R R

1
i
i

Tuan BUDI PRIYONO, Umur 43 tahun, 9arga Negars Jndbnesia,

~;EgryavanfEKng;igqq,ﬁcgqp@;;n Tentara), Pemegang Kartu —
I

Tanda Peniuduk Nomor : 1402621&0&59}71.1007fzoq1,

s

Er ——-
akamat dan bertempat tinggal di Jalan Yendral Achmad Lani
VI/14,
Tuan ACUS TRI WIYONO, Ugur 32 tahun, Warga Negaral

Jember; :

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, ——
 Pemegang Karty: Tandu.Penduduk1Numor --1!0575f0q545y2?_ _—
-2001 /200,

-Kulen,

beralamat dan bertempat tinggal di ﬂusun ﬁjung

Rukup - etanggn 0,  Rulygy Warga II, Desa Ajung, -—-

Kecamatan Ajung, Jember;

P
Nyonya SULASTAI, Umur 38 tahun, Yarga Negara I &on&sia, -

Karyawan Rumah Sakit DET {Ez_:t_n.se_ien;-Kn&ehnﬂn*-hnﬁlri}:;her

alamat dan bertempat tingzal -ai Perumahan Taman! Gadines —-
nEs T ng

U Nomor 1, Jember; it P S T Sy ———

-, Ealam e=lakukan ncrbuatan hhk\r.dlbawah Ani be indak: f**

|
untuk dan atas pama Koperasi Angkatan Darat Rumah bakﬁt -—

Tingkat ITI (PRIMKOPAD RUMKIT TK.III JEMBRR),

=. Demikian berdasarkan Surat Eussa Pengurus Kgpernalidi -

bawah tangan tertanggal 3-3-2005 (Tiga naret Duaritu ima} -

Nomor : GEKIIIKEGDD berapsterai [l R L B —

—. Juga b:rdaﬂﬁTi&n Surat Pernyatann tert&nggal 3- E
{Tiga Maret Duaribu Lims)-Nomor : anRIDSfIIIfEDDQ ying di-

b bts B 1

_.......
' -

g

laku Komandan' Datasemen Kesehatan Wilayah 05,04, D}

bermeterai cukup dan; —- -

; |
=. Surat Pernyatasan Sendahara/Juru Sayar Nomor SPEE;O4!III;

2005, tertanggal 3-3-2005 (Tiga “aret Duaribu Lima ying ai
--Selaku quEEﬂRRIB atau “MNASABAH™ .

———

! T (P H

(o .2 R

A
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L
o gt | = i

- ahwa, dﬂlam rangkﬁ m:njalan]mn dan nmn:pcrluas kegiatan;

1T (e

. L.l
= usahany‘a, IPH—IAK IGEDUA rn:mcrlukan scjmulah dana, dan wnuk

L it g

) nlm_p‘mmtﬂn hal_ tersebut PIHAK KEDUA teleh mengajukan penn-uhunan'

kepada PIHAK PERTM"mmk menyediakan Pembiayasnnya, yang

Hethi ]

dari pmdapatun!kumﬁm@n usaha itu kelak ekan dlba.gz di antara PITHAK

_ PERTAMA dan, PIHAK KEDUA h-crdz;saﬂcan pnns:p bagi hasil
1{5}1%)

]- i |

~ Bahwa, tcrhadap ;mehman PIHAK PERTAMA tersebut PIHAK

_ K]ZDUA te]ah mt:nyatakm persetujuannya baik terhadap kegiatan usaha,

|
il 11 Y TR v ok Mol |
|

_yang, akan dJJalankﬂn PIEIFLK KEDUA maupun tethadap pembagan
pmdapalanﬂmuntungun bardasa:.’kﬂn prinsip bagi hasilnya (Syirkah), -—--

- Sclanjumya kedua bc]ah pﬂmk scpakat nmuuangkm Akad ini dalam

Mad Pcmbmy&an Mun,:lh.ambuh (ﬁt:lanjmnya d;sn:but “Akad™) dmgan%
syarat- s;yami s?nall:mlte_rlufmn -ketentuan sebapai bmkm i
Farp s Pasnl‘ T ' ..----|
2EY ——DEFINISI Rl P IR

i 5
b v T

' 12 ‘».{udha:abah by Akad antam pihak pc:.rmhk modal {shamuli

_ maal} dcngﬂn pmgelnla (mudhmb} unmk
| ml:mpcm]ch pendapatan atau Keuntungan, — |

__2.;-I§::,_'ari'a.h Ell_dﬂlﬂhj : Huimm Islam yang bersumber dari al-Qur'an

dan ar-Ra},ru d:m ;m¢ngalw scgala hal yanﬁ
m@ bldang ‘ibedsh mahdhalh dan
‘ibadah muamalah. 5

e el

Pambmyaan ada}ah Pagu atsu plafon d.am yang, rhsedmkan BANK

i TR U LI R |

]miuk n:hgunakan 'scbagsu modal bags.
NASAEM{ dalam  menjalankan dﬂn

Sk Tut agd

Lea

B I e P o Iﬂfmpcrluas uszhanya,  sesuai da:nyn
PG AT T it P““*DhmmlyangdeUkannyakcpadaBM |
4. Bag:hasll atau : -

Ly

b Fp’bflkﬂrl_lﬁdalqh Pe.mbaglan atas pendapatan/keuntungan nntam

T i

NAEAhﬁH dan BANK yang dltctzpkm

TR B sniicneadt o enidiincieg

berdasarkan kesepakatan antara NASABAH

- Hradugd

dengan BANEL

S I AR

FF/PP2-99 (317) i
LA A S
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acfalah

‘_-I.f -;-I

Bng;an dan has:lpmdapalmﬁknnﬁmgan )mé

mmja'dl hak NASABAH' dan™ BANK ]rang
i BN L 1§ 11 ]
d:tclapk.m bcrl'lasal"kan kcscpakatan anta.ra

NASABAH dcngan BANK. T, {
alp=n: el ¥ B T T RN it ik i
I ‘I _I ik i 1

: i L 5 s et LR st P e e
E Sepala macam dan bentuk surat bukti tentang

LR

; kf:pf:nuhkan atau hal.-hak Tmnnya atas

}"mg - dij J] mﬂun Jaminan dan  skia

W@‘iﬂtmﬁﬁya gtma men_}amm ti:rlaksananya
# kﬂwﬂjlbﬂn NhSABAH tﬂrhadap BANK

bcrdasarkan Akad ini, i s SR

7. ngkawmu
Bdalah s ke

8. Ha.n Kcrja Bank -

9 : Pcnda;:al:m a.dalah

2 e

lﬁhcuntun@n E.Lid]'ih P;,ndapalm sebagaimana dimaksud dalam l:.-uiaTr

Masa beriﬂkmyﬁ Akad ini sestai dengan yang

dilcnlukan dﬂlam Pasall 3 Mad ini. i

1 duenl -
S PR . ¢
Iia.n hcrja Bank Indoncsm =+

sdaluh

s m‘ll

A W A

L B

s

|
;.I.l-li

S-::lumh pcnmmaém yang dlp-:.c}lv.:h dan hasﬂ

uesaha yang dijalankan olch MSABAH

Lt ST

dcnﬁ,a.n menggmdkan modal yang dlscd;lakzn

oIf:h EAHK sesuai dcngan Akad ini.

3 Pasal 1 Akad ini dikurangi- blﬁ._‘,-’ﬂ.*blﬂy'a

i sn:b::,lllirﬁ dipﬂmng pa_],aL = = '
' 1‘: PembukuanPcmhlayaan - s !
| a;dajléh . :Ptmbukuan atas . nama - NASABAH pada
o i ,-BANK yang khusus mencatat. seluruh transaksi
fJASABAH schubungan - dengan Pcmh:ayaan,
i S yang " merupakan buku sah' dan mv:ng&at
" NASABAH atas sc;_,a]a kcwajlba.n
0 i i p}.mhayaran. aéi)é;‘lj'ﬁrfgi'hdak dapat dibuktikan
A .sel;.ahl_mya dengan cara yang sah menurut
12. Cedera Janji ——— e
FPIPP/2-99 (417) i

|
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b ]

b Jldimaratus Ribu Rupiah)noe—ccm it A, e |

: \\KE}UA yang scmatd-mata ekiin: -dipergunaken untuk” modal kerja ———- !

I, ol ! Pasali3.t . W b
2 i JANGKA WAKTU ~ :
- - Pemblayaah lyang! dimaksufl/dalarriAkad ini-berlangsung untuk jangim
s owaktly A3oe( Tigapul uh-Bham) i.‘—-*-'-'-lhl—'i-:-ile'-i---i-i-i'iéi--ﬁ——-—-—-i—-

adalah+ .+ .y, ¢ [Peristiwa atsu.peristiwa-peristiwa sebagaimana

- . fit. -, yang-tercantum: dalam Pasal-B:Akad ini ynng

‘. tpe L. s vmenyebabkan' ! BANK' dapat !mmghmnkan
Do et e psclioruht datag f scbaimgim...pcmbmyaﬂn, dan {
vyd .+ v = vmenagih' dengan scketika'dan’ sekaligus ]umla1h

1 i kewajiban NASABAH kepada BANK scb-clmln
AR Fir S --IangkaaktuAde l'ﬂl - l
- e i e i « Pasal 2imeemmmiimr— :

e PEMBIAY AAN DAN PENGGUNAANNYA ----—
- —PIHAK PERTAMA berjanji 'dan dengan ' ini!mengikatkan diri mh.llk
menyediakan fasilitds. . Pembiayaan: kepada.  PIHAK KEDUA sm:npal

sejumlsh Rp 136Y%, 50040002 (Tigaratus Bnampuluh Bmpat Julta.

L9

~ secard.. sekalipus. ataw \bertahap. -sesuai  dengim. permintaan PIHAK

untuk penyedisan Warang’ “keperluan F.nnguta ——--—-——---—-—:—-'
-I'... o [ R e | P I PR '!: .E ! !
. i it r
U L I I
PR i
|
Lk A3 P TR e L et O P e 2 :

' 'sesuai-déngan. Rencana kerja l'y'ang'di;in;:gkﬂu oleh PIHAK/KEDUA yang
v disetujul PIHAK i PERTAMA: 'yang  dilampirkan pada;judan karmanjfa
ot emerupakan-satu kesatuan yangtak tﬂpmahkm dan‘Akad inil ————

- bulan terhitung isejek: tanggal'Akad - ini: «ditahdatangani, serta b&ral.}u:
- pada tangpal- 21-0%-2008-(-Duacul uht Jatui faret: Duaride —=——e

»|Delapan). — - 1 _"_.._._---;___._._..__--.:__
A e - Pasal.4 = s
—————————— PENARIKAN PEMBIAYAAN —
O L Wi B B e W T Ty Ll E D i | A B R Ve
u
FP/PP-99 (5/17) T |
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' i

e Sy ——— AKATAN. BA{HM "J
|

|

|

Dmgan tetap memperhatikan'dan menaati ketentuan-ketentuan tcnlang

~pembatagan., pcny{:dl;zm;l dana:iyang, ditetapkan oleh yang bcrwnrmng_ '

" PIHAK: PERTAMA berjanjitvdan dengan ini mengikatkan diri untuk
mengizinkan PIHAK - KEDUA, menarik Pembiayaan, setclah PIHAK
'KEDUA memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut : ——
a. Menyershkan kepada BANK Permohonan Reslisasi Pembiayaan
yang berisi rincian baring yang akan dibiaysi dengan Fasiliths
Pcrﬁbia;-,rnan; serta tangpal dan kepada siapa.pembayaran tersebut

o harus dilekukan./ Surat Permohionan tersebut harus sudah dumma

.. ...oleh. BANK . selambat-lambatnya. 5 (lima), hari ‘kefja Bank dan
-saat pencairan harus dilaksanakan, ———r e --L

o) Munycmhkan kepada PIHAK  PERTAMA! sclunm dakumm
PIHAK KEDUA, termasuk dan tidak terbatas ‘pads dokumcq—

- dokurpen jaminan yang berkaitan dengan Akad. im',..—--———-—i

c. Bukti-buldi tentang  kepemilikan . stoy, Hok s lsin stas  barang
jaminan, serta ni:ta ;'skm pengikatan jaminannya. --——--—— —i

d. Terhadap sctiap penarikan sebagian atau seluruh Pcmblayaaq
PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan mmmdamng,am

Tanda Bukti Penerimaan usngnya, dan menyerahkannya kcp:ada
FIHAK PERTAMA. - s

- Sebagai bukti telah diserahkannya setiap. s.l_.':rm‘.,,d::-l;,'w.um:n1
kepemiliken etas jantinay, dan/stau akta dimeksud olgh PIHAK KEDUA

-kepada; PIHAK. PERTAMA; | dan -(PIHAK ; FERTAMA!, berkewsjiba

|
untuk . mt:m:rbitkan dan  menyerahkan . Tanda Bukti..Benerimaannya
Mlhm:)ymlgsahkﬂpﬂﬁaPMKEDUA e —:

LR = -"I:.rrr;rPﬂﬁnI-s e
a. PIHAK PERTAMA dan JPIHAK KEDUA scpaka.t, ;dan dmgau

\mengikatkan dini: satu terhadap.yang lain, bahwa Nisbzh dari masing

masing pihak adalah ; ——— e
t“{ "e 4 %({ Bopat —wro—eie mmm—m—m= pErSen) danl
-pendapatan/keunturigan untuk PIHAK KEDUA; —rer-——— |
o = /96 1% Sembilanpul b EnaT —mmmmmmme e

_ pendapatan/keuntungan untuk PIHAK PERTAMA — ———

FPIPPI2-99 (6/17) e e ‘
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e i ]

P ——

Fi e - Poedad e - apd 5 - |

oo aeiheeall dadiid ,.—.%f.'- 07 SRS K34 1 b W 4 L I

i Apabila sampai han ke ﬁg(ﬁw} e (! *}

i

b. PIHAK-PERTAMA dan PIHAK KEDUA juga sepakat, dan dengan ini

saling ‘mengikatkan diri satu-terhadap yang:lain, ibahwa pelaksenaan

Bagi Hasil (Syirkah) akan dilekukan pﬂ.ﬁa'ﬂﬂp—.ﬁaﬁi:'i:a.nggal.. -

: oA et Cang™
( Dhapuluh-Saty)' ' setiap: bulannya: == e 1

c. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatken din untuk

menanggung  kerugian'lyang: timbul dalam- peleksanaan Akad ini, |
kecuali’ ‘apabild /kerigian ttersebut - terjadi karena -kcl:idakjujmai} i
dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimani jyang distur dalam ';

~ Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA ata!s

syarat- syatai sebagaimana diatui dalam Pasal-12 Akad ini. ——————-- i

d! +PIHAK PERTAMA:baru skan menerima! dan mengakul tmjadmya
kerugan- u:gbut, ppebilp PIHAK PERTAMA: telah menenma dan

- menijai.: kembali: .scgala perhitungan. yang -dibuat .dan dmampmka|n -

-+ oleh.s PH-IA:R\KEDUA kepada PIHAK- PERTM ‘dan PIHM
PERTAMA teleh menycrahkan has:l penilaiannya tersebut semm
tertulis kepada PIHAK KEDUA. --—-— : SR v

¢ PHAK KEDUA berjanji dan, dengan ini mengikatkan diri, wntik
menyerahkan perhitungan ‘ usaha yang  dibiayai - dengan faSJlltas

Pembiayaan berdasarkan Akad ini, secarg. periodik pada uap-tmp i
bulan, selambat-lambatnya pada harike : 5 (Lima} ————oeeuaee |

1

+ - bulan berikutnya.
f. - PIHAK PERTAMA berjanji’idan dmgan ini’ mengikatkan dini untl

w4 melakukan. penilaian; kembali' atas- perthitingarn;usaha yang diajukqn
b oleh PIHAK -KEDUA; sélanibat-lambataya padaharike 5 (Lima) +-

. sesudah - PIHAK+ PERTAMA imencrima perhituiifan usaha tersebut

yang disertai data dan bukti‘buktiflengkap 'dari PIHAK KEDUA. ——r
{

" - PIHAK. ‘PERTAMA +tidak:: mcnycmhkm vkembali; hasil pcnﬂalﬂn
‘tigersebut kepada PIHAK .KEDUA} maka PIHAX PERTAII{A
diangpap secara sahtelah mencrima dan mengakui perhitungan yang
dibuat oleh PIHAK KEDUA. :

FPFP-99 (NT) $105 g At
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T —— — S—— — ol

|
g PIHAK, PJ.RTM dan' PIHAK ; KEDUA!'berjanji:dan dengan mi‘
saling !mengikatkan.: diri. satu. terhadapnyang -lain, bahwa P]HAIQ[
.. PERTAMA.' hanya ! akan'. menanggimg ségalal keripian, maksimum

. sebesar pembiayaan yang diberikan kepada PIHAK. KDEUA tcrscbuit

FRETTO TR U O I U W e 2 LTI .
: R Mc's oo .‘ et PH.EH.I 6_,..  pur ey b pye e i
RhERls et PMAYARANMAH

1y PIMAK :KFDUA berjanji.dan! depgan, um:mcngtkaﬂmn diri Lmtulo[

1+ mengembalikan: i kepada: . PIHAK. ;. PERTAMA. i seluruh Jurnlah
' pembiayaan’ pokok.dan bagien ;pendapatan/keuntungan yang nmnjad.g
'..-_,'hak_LEM;_-;PERTALM@E:HWL' luhsd _sesusi dengan lel:sﬂhI

‘scbagdimana, ditetapken pada; Pesal-5-Aked.ini;! menurut jadwal
|

-+ pembaynran, sebegaimaha: ditetapkan, padallampiran yang dilekatkan
- ‘pﬂda}dm k.s.rmﬂ.tl}'a, inenjad saty Kesatuan.yangitak terpisahkan dari

a"\l:ﬂdﬂm -|:E.'| .‘I v-"’.'l'_."' PSS T i e T

o af ..-_.l bt =

2. Setiap. punbayarm kembali! plght PIHAK, KEDIJA kepada PIH."—";K
' PERTAMA  atas;!, pembigyzen: yang! | dibenkim  olch PIIAK
PERTAMA, dilakukan. di, kyntor PIHAK, PERTAMA atau di tempat

© 1+ lainyyang ditunjuk( PIHAK /PERTAMA. - etau .dilakukan ielalui

rekening yang, dibuka, olch dan aT.a-':‘- namg; PIHAK KEDUA di kﬂnmr
PIHAK PERTAMA, s e — e 2L

-3.-Dalam_ hal pnmbaya:un dilakukan mclahulrckcnmg PIHAK KEDUA
v dic:kantor; FIHAK PERTAMA, ;maka] dengag,ind | PIHAK KEDUA

I
«+ . membeg} kuasa yang, tidek . dapat, berakhir karena; scbab-sebab yang

. ditentykan.dalam pasal /1813 Kitab; Undang-Undsng Hikum Perdatd
kepads PIHAK PERJAMA, untuk mendebet . rekening PIHAK
.KEDUA:- guna---mcmbaya:!melmmsiu kewajiban. PIHAK KEDUA

+ kepada PIHAK PERTAMA i rrmt —=rrmsmmemmrem e
4. Apabila  PIHAK , KEDUA r.'mmﬂk‘,tﬂm.d k;{:mhajl atau melunas
© pembiayaan yang, diberikan,olch PIHAK (PERTAMA lebih awal dEIjlr
-+ waktu . yang diperjanjikan; maka tidak berarii pembayaran T.::rsebut.

ot cpkang o, omenghapuskan o oostau - . mepgurangi- |, bagian  darl

S PR Fa O T PR s sl L AR S e '
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Wi Sahlkan tambdhan.

| yang dibuat oleh -2

ASHADT WINARTO,
mengetsahul dan me —
nyetujui aleh dokter
JETUNG SUNARIYADT -
Spesialis “adiclogi-
selaku Komandan De .-
tasemen fesehatan ——
4i Ailayah0s.04.03 -
Malang.

. —e Surat Pernyataan-

tertanzgal 3-3- 2‘005—

‘(Tiga Haret Duaribu-

Lima), Womor : 3PER/
03/111/2005, yang --
dibuat oleh dokter -

INTURS  SUNARTYADL cm—- o ohule

Spesialies Radiologd,
selakd Komandan ———
Detasegen Kesehatan—
dilayah C5,. 04, U3 -
Mol anp e

M

ot ‘icmsbamng_]axmnanymig dlscmhkanadaiahb:mpa gl

i
pendapatan/keuntingan  yang menjadi hak PIHAK PERTAMA
sehagamra.na ylmgicléh dlu:tapknn dalam-Akad ini.-
“Pasal-7
BIAYAyPOTONGAN;DAN PAJAK ———
1! PIHAK- KEDUA! berjtmji: dant-dengan” inir mengikstkan din mt‘l.lk|

menanppung  segals - biaya --yang wdiperhukan:berkenamn dmgﬂ.n!

e P il 1

(Lt o1 A IS TR T

- pelaksanzan - Akad' ini; termasuk jasd-Notans' dan jasa lalmya,
sepanjang hal ity dibentahulkan! PIHAK PERTAMA kepada P]H.P-KI

A KEDUA scbelum ‘ditandatanganinya -Akad ini) dan PIHAK KEDUA|

© ! imenyatakan persetujuinnya. - — s —
2.--Beliap pembayaran kemball/pelungsar; FIHAR: KEDUA schubungan! |
¢ 110 detgart Akad ini daviAkadainnya yangimengikt PIHAK KEDUA
"t dan PIHAK  PERTAMA, ! dilakukan rioleh: PIHAK KEDUA kepada,

- PIHAR: PERTAMA mm-mtungmﬁ*m'mjak dan/atau bi,aya-:
'biaya |Eu'r‘mya keguali jike potﬂnghn‘tussbut-’ﬂih'ahmkan berdesarkan,

peraturan pmmdang undangan yang berl
- 3 PIHAK "KEDUA' beijanji ‘ddn! déngan ! irii- mmglLatkan diri, bahum i

" terhadap setiap poténgan yaigidiharuskan ‘'oleh pcmndanbalmmgan ;

S =]

Hiw, yang berlaln, aleh dilakalan pcmbayﬂ.rmya. ‘oleh PTHAK KEDUA |

1t ..

i pieldlui PIHAK PERTAMAL L
e i Pasal 8

T - JAMINAN==tel ey
+ == Unmik menjemin tertibnya' pembayaran ‘keinbali/pelunasan Pembiayaan|
“ tepat -pada twaktu dan-junilsh - yeng: tﬂlﬂh" disepakati ‘kedua belah pthak' |
= - berdasarkan! Akad ini, maks PIHAK' KEDUA berjanji dan dengan ini|
‘wmengikatkan- diri 'untuk menyerahkan: jaminan: dan membuat pengikatan
- jaminan kepada PIHAK PERTAMA sesuai‘dengan peraturai perundang-|
“undanpan yang -berlaku) yang’ mr:rupﬁkan bagian 'yang tidak terpisahkan
dari'Akad ini -~z it e e S |

- Burat Pe.rnyﬂ.taan BeniHHard Juru{_ﬁlajra.r I'Tﬂumu.'r SPEH}!{HJ’
f SR S S
_ Iit/20b5, \tertangral 3232005 ( {Tlga firet Duaribu L:.nu;}-_

R A= N R TG B L apeloa oy
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Sl .J.-' ¥ o e, Ttl-—=a

ket e el Pasal (9 sl
= - %KEWMIBM‘IN!&SABMJ - -

gqammgmr dtnga‘n peiyeditiar pembiayaan. oleh - PIHAK PERTAW.. oA
-+ berdasarkan 1+ Aked ini; PIHAK: . KEDUA! berjanjit dan dengan u'ﬁ ,'

»vriengikatkarn dirl Untule ety et e e e f
¢ aud Mengembalikan -beluruht jumlah, pokok: ,Et:mbmymn berikut bag;Tn

f'daril penddpatdfikeuntungan’, PIHAK + PERTAMA sesuai dcngm-:

‘! Nisbah pada saat jatuh: tempe sebagaimana ditetgpkan pada I.ampn‘an de 1

1yang..diletakkan -pada, danrkarenanys smenjadiysatu kesatuan. ymg
' i43dak terpisahkan dari-Akad ini. ‘T”ﬂIJ"T"'l‘"T'F_'_'T‘I'f‘Fr""“"———"'"--T-

il t Mcmhcntahul.ammarh dertulis_kepadaPIHAK| PERTAMA, dalam

- hal*!'terjadinys ; Jpn:rubahan f,}'ang1 mmyangla,:;w.P]HM\ KED rﬁ-
MUPmusalmm [EST} S o136 T v

ey s

| B

e ! —{

"'.l"

vl el v Melalaukan pcmbaya:an -atas: 3f:mua I,aguhan daJ:uPﬂ'Lak Kctiga dan

setiap penenmaan ¢ tagihens.dan,Pabak: Ketiga., disalurkan ml'a'tmt_

'+ rekening PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA 44— ‘ E
d Membebaskan, seluruh, hatta. kekaypan. milik. PIFAK KEDUA  dari ™
|

beban., penjaminan, terhadap, pihak laing:kecuali penjaminan bagi
|
kepentingan FIHAK PERTAMA berdasarkan Akad ini.~-—-—— !

¢ Mengelola dan. mehyelenpgarakan 1pem:huhmmj’fcmbiayaan sma.:ra,

jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembulkuan tersendiri—
f. .Menyerahkan ; kepada . PIHAK. . PERTAMA. perhitungan usahanya

o4 $ecara - hulendni yang: difasilitzsin permbigysannya ;berdasarkan Akad

i, selambatnya tanggals (L va pulan berikutiyocs-rs |
g :Menyerahkan, kepadd PIIAK PERTAMA. setiap:; dokumen, bﬂhﬂ.L
¢ ibahan - dan/atau - -keferangan-keterangan..-yang...diminta PIHAK

: PERTAMA kepada PIHAK, KEDUA er--szrmev-1;

h. . Menjalankan . usahanya . .menurut. kn':tﬂntua.mkﬂﬁﬂmm atau tidak
menyimpang atay bertentangan dengan:prinsip-pringip Syari’ah.——

1
|
1
1

iy . ' ] -
TR, PETTELUEE T =t] I AT e o . L -
|
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vtetii s PERNYATAAN PENGAKUANNASA BAH:——
~PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan pengakuan dengan scbenar-

" "benamya, ‘menjamin’'dan- karenanya - mmgikaikan diri kepada PIHHK'
- PERTAMA; bahwa - G Sl AR B e

-PIHAK KEDUA 'adilah PcmranganfBadﬂn Usaha ‘yang tunduk pada,
* Hukufn Negara Republik Indoresia - —-

? i
b."Pada saatditandatanganinya Akad ini; PIHAK. KEDUA tidak dalam

~keadaan “berselisihi} bersengketa,: -gugat-mengpugat idi muka atau d.t'

" * Juar lembaga peradilan” atau-arbitrase; ‘berutang kepada pihak lal.n,i
+diselidik atau dituntut oleh: pitiak yang berwajib baik pada saat ini :
v latau' pun dilam. masa’ penundaan; yang ‘dapat mempengaruhi assct,|

"' keadaah | keudngan, ¢ dan/ateu - 'menggangey "jalennya~usaha PH-IAI{
KEDUASE — ‘or die bt w0 o

¢. "PIHAK - KEDUA ' memiliki-'seiua: perijinan- ya.ng 'bqiak:u unb.u:
mf:n_]a‘Iiuﬂan usahanya ;- S

d. - Orang-orang yang bertindak untuk dan ‘atas nama serta mewakili
dan/atau yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA adalali sah dan
berwe g, serta tidak dalam tekanan atau paksazn dari pihak

MhEng pun j————Leiof o 0]

¢.” PIHAK: KEDUA mmgumkan Bank padasaat ini dan untuk miasa-

" 'masa -selaing berlangsunghya Aked, ‘tintuki memasuki ‘lempat - usaha
“dan tempat-tempat lainnya yéng berkaitan denpan ‘usaha PIHAK

'" KEBUA'™; " tiengadakan Pemiétiksaan terhdap: pembukuan, catatan-
 catatantransaksi, - dar/atau Kegiatan: lainnya-'yang: berkaitan dengan
usaha berdasarkan Akiad ini, baik langsung maupun tidak langsung —

; "”"”'""!'P‘-"&.’?-'al”‘ll'- R 1 O TEA

e —- =—-=:CEDERA JANJI-. 2 -—

- = Menyimpang “dari “ketentuan ‘dalam’ “Pdsal' 3 Akad ini, PIHAK

PERTAMA berhak untuk: menuntut/menagih- pembayaran dari PIHAK

- REDUA"dan/atau' sidpa’'punt jiig#" Yang meriperoleh! hak' darinys, atas

- “schagian atau seluruh jumlah kewajiban PIHAK/KEDUA kepada PIHAK

- PERTAMA' ﬁérd.'a"ﬁnrkﬁﬂ':aﬁkad”iﬂi;i&'ﬁ']mk“i:litiﬁirai- ‘denpan’ seketika dan

FP/PF2-59 (1117) SN
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sekalipus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat tcguraL
alau surat lainnyasapabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut
bawah:ini {———s e : ' — : |

i -PIHAK: KEDUA tidak. mlaksamkamp:mbayaran atasrkewajlbam}ln

-kepada. PIHAK PERTAMA .. _sesuaj dr:ngan saal ' yang d.ller.npkaln

- dalam{Pasal.§.dan/atan Pasal 3 Akadini ;o - o i

b. Dokumen,:.surat-surat - buktl ‘kepemilikan atau. hak lainnya atau

'barang-barang . yang. {dijadikan | jaminan;. dan/atay pemnyataan

| pengakuan |sebagaimana ; terscbut! pada . Pesal. 10, Akad ini tcmya!la

paIsu; atay itidak, benar, isinya; dﬂfﬂtﬂl—l PIHAK KEDUA m:lahlkafn

ft perbuaten 'yang: melanpgar, ateu hertentangan, dengan salah satu ha]
s uyang ditentuken dalaml:’asalgdm’atﬁu&sal 12 Akad ini ;- !

5 «¢. 1. Scbahagian Alau seluryh harta kekaysan P]HAK I;ZEDUA disita oleh
! k> pengs.dﬂmatau.pﬂmkyanghmrajlb T 4
e Y PIHAK KEDUA berkelskuen scbagm«pmbcms (pemabui, ditaruh di
k. . bawah ‘pengampuan, dalam kcada.m anselyensi, ;dinyatakan pa.tht,

atau dilikuidast; et AP e 7 E
Al I il st ol i
s imT T e —pasal 42—
! it PELANGGARAN - i
S -r-'PlILﬂ.K KEDUA dianggap ;L;:lah m¢lanpggar ; a}'ami-ﬁyamiﬁkad ini b:la

- terbulti PIHAK KEDUA .mglgh;kgnﬂ@!lﬁﬂ!uﬁau.mbuatﬂn-pﬂhwa?
: gtau_;lghi.]; Sﬁhaga:i‘%u{f HE ] o g ;';,'.J i ] '.].nu.: T

T i
e a;.#«iﬂlagswmkmspﬂmbﬂmym&débﬁﬂkMPM PERTAMA di

v JUEE, tujyan atay, rengana kerja, yangtelah. mmdqutkan pﬁsclujuaﬁ
- ltaghﬂmdanPIHﬂKEER'EAMA, spren ~e
b. .Mclahlkanpangahh&usahmya dcngmcmampun,tc:mmkdan

tidak terbatas pada melakukan penggabungan, kopsalidasi, dmmav.lx :

-~ akuisigi dengan pihakygin -y mr e |

© €. Menjalankan usghanya, tidak, sesyai dcnaau- kl;h;nu::m teknis yang

- dibaruskan oleh PTHAK PERTAMA; 4zttt |

d.;, Mclakukqn «Pendaftagan., yntuk . *mcmg#wq L c}myatgkgp pailit OICT

it s cPengadilan; - —rrrrres T T M Ty e Tn T o7 -

i €y Lalal idak memenuhi kewajibannys. tc.thaxjﬂp pthak lain ;o

FP/PP/L99 (12/17) o
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i
f Menolak! atau'' menghalang-halangi © PIHAK' ' PERTAMA da]arln

‘1 rmelakukan. pengawasan dan/atau pemeriksaan::sebagaimana diatur

dalam Pasal:13:Akad ini — =

(RO OF AL ] J s R

wz—-Pasalt 13— !“'-'1..-.'.- F"ur'?jiﬁrim R

[

e PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN. ;
— Atas kesepakatan Kedvs pihak, PIHAK PERTAMA atau Kussanya
dapat -untuk melakiksn pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan

—_——————

dan jalannya pengelolaan usaha yanp mendapat fasilitas pembiayaan -:im

PIHAK PERTAMA berdasarkan Akad i, serta hal-hal lain yang, -

berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak
terbatas pada membuat photo copynya. SRR Sl

- B B :
2 o e AR RN T SR
— PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk

_menutup asuransi berdasar Syari’ah atas bebannya lerhadap seluruh

barang yang menjadi jaminan stas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada

perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dmgan

menunjuk dan menctapkan PIHAKX PERTAMA scbagai. pihak yang
berhdk menerima pembayaran claim asuransi terscbut (bankers claus)—
Pasal 15 L |
- PENYELESATAN PERSELISIHAN i

1.© Apabila tegadit perbedaan - pendapat dalam memahami atau

menafsirkan bagian:begian' dan isi, atau terjadi perselisthan dalam

- melaksanakan  Perjanjjan dni, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK

* 'PERTAMA. ~akan ‘berusaha  untuk. :menyelesaikannya  sccara

musyawarah untuk mufakat.— : e i

2. Apabila usahs menyelesaikan- perbedsan:pendapat -atau perselisihan

melalul musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan chutm“fan

yang disepakati oleh keduz belah pihak, ‘maka. dengan ini PH-L'%'\K

KEDUA dan PIHAK PERTAMA sepakat untuk menunjuk L:'TE:I'I

menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE

FP/PPI2-99 (1317) Floanlte Mgt gt
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e © i S MUAMALAT - INDONESIAS -« (BAMUD) 12! untuk '} memberikan
‘o pulusannya; - mepurub tata -ca:a;.d_mmpmshdim-:bcrar’nilrm yang

- ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.—

3. Putusan BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA

(BAMUID bersifat final dan mengkat.

ek TR Rt A sl o A Rt P i

I-'. -E_J{ § # Pabig o gis_w o w et -p‘-:l.l-a]:‘lﬁ-

VS W L e o oS LAIN-LAIN-—— g

b TS = x-:.',,

f ﬂ1a1tu’fan"f:nretnn

T forrd e e e B e e B

e e —Pasal 16'=—r--mmmm
RS e, TR --PEMBERIT!&HUAN—- e
. —, Sctiap pembcn ahuan dan komunikasi. sehubungan dengan Akad i r.rn
1 dianggap. telah disampaikan sgcara baikidan sgh; apahila dikirim dcng:an

surat tercatal atau disampaikan secara pribadi:dengan tanda terima ]lcc |
st e e aiamat.(;i.ibawahi.:ﬁ-iv BRIk o B vt M P |

iea hiaranbatee sl milatent dism s epiann ik |
PIHAKIEDUA 1, “ini+. 1 KOPRRAST JANGKATAN DARAT RUMAR,

1 . i

.1: SAKLT: DINGKAT T13, (PRIMKOPAD -

LT bl A o T - R T S M e A

it ciie g 1 BUMELT, TK IIT JRMBER), ———-—-t

i ¥ o K I."_-]‘
‘.
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I
PHAKPERTAMA ' :PTBANK'SYARIAHMANDIRI !
L, ; I

Alamat - Jalan Panglima Besar Sudirman 52,-
Jember.. mmrm————— - 1|

Jalan Panglima Besar Sudirman 45,

———r— e . PERUTUP—

i

s

- Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jember, pada hanTl
‘tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akia ini,

dengan dihadini oleh Nyonya NONA MARTIN CAALLIANDRA, Sarjanh
Hulkum dan Nyonya SITI NURUL KHAMARIAH ——-———————

FP/PP/2-99 (1517) N TR

.- Tiap Addmdmu dari Akad ini merupakin satu kesatuan yang udak.‘

e '_ —-Pasal 17

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam
Akad i, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan|
mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam su.rstui
Addendum.— _ o : s

Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan
PIHAK PERTAMA di atas kertas yang bemmaterai cukup dala:q

rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku scbagai eslinya bag]
kepentingan masing- rnasm{i pihak. ———— —

terpisahkan dari Akad ini. o ‘

DEMIKIAN AKTAINI - |
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kedua-duanya pegawai kantor Notaris, beralamat dan bertempat tinppal
di Jember, sebagal saksi-saksi. —— —
. Setelah akia ini dibacakan oleh saya, Notaris dan isinya telah

dimengerti oleh para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta
ditandatangani oleh parallpmg!pdap, para s::]_c!s; dan _Is;;!;.ra&ﬁﬁ?rm_ Exmsaacar ]
- Dilangsungkan dengan  tiga tambahan ,! satu coretan dan —-

gatu coretan dengan gantian, ----———- L g e SR D

Ay s A METERAI
RS Bt TempEL
L Vi e bl L y - TR a0 i/ i
b bnn L \ i | ' Pha - \_{_-" 4 i

.60

A S
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~AKAD PEMBIAYAAN al-l\FUR BAHAH
|21/ yl
Nu_Dam!-i ! HDOEI -
b
H!SMILLAAH!RRAHMAAN{RRAHHM
" "Dan ALLAY SWT lelah menghalatkan jual beli dan
mer gharamkan riba" (QS. Al-Bagarah 2 - 275)
"Hai oréngncrang beriman, janganlah kamu niemakan
harta sesama  kamu dengan jalan bathil, kecual
melalui perniagaan vang berlaku dengan suka sama
suka diantara kamu" (QS.An-Nissa' 4 - 2%)
(]
AKAD PEMBIAYAAN 2-MURABARAH ini dibuzt dan ditandatangani pada hari ini - Jum'at tanggal Delap:
belas bulzn Pebruari  1ahun  Cua ribu lima {18-02-2005) oleh dan antara pihak-pit
1 PT.BANK SYARIAH MANDJRJ, di Jl. PB Sudirman No. 52 Jember Yang - dalany hal ini
diwakil uleh Edhi- Mu]yun;-! selanjulnyz disebud "BANK". e e
2. ", - ., alamiat - 2

dalam hal ini berindak untul dan atas nama diri sendiri
selanjulnya disebut  "NASABAL". . -

Para pihak terlebih dahuly menerangkan ha'-hal sebagai berikut -

1. Bahwa | NASABAH telah mengajukan perrnchonan fasilitas Fembiayaan kepada BANK untuk membali
barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad inil, dan selanjutnys BANK menyeiujul, dan dengan Akad
ini mengikatkan diri untuk menyediakan Sasilitas pembisysan sesusi dengan ketenluan dan syaral-syarat

~ sebagawmana dinyalakan dalam Akxad ini. ’

" 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Syariah, Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAM diatur dan agan

be fangsung menutut ketenluan-ketentuan sebagai bericut |

NASABAH untuk dan atas nama BANK nembeli barang dur penjual untuk memenubi Kepantingan
NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan olsh BANK, dan selanjutiya BANK menjual barang
“tersebut kepada MASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BANIK dengan harga yang telah
disepakati olsh MASABAH dan BANK, tidak termasuk biaya-tiaya yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Akad ini

Penyerakan barang tersebul dilakukan oigh Penjual langsung kepada NASABAH de.igan persalujuan dan
sepengetahivan BANIK,
- NASABAH membayar harga pokok ditambat Margin Keuntungan atas jual beliini kepada BANK datam
;angka waktu terteniu yany disepakali oleh kedua selsh pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH
meinbayar lunas harga Pokok dan Mzrgin Keuntungan kepada BANK, MASABAH berutang kepada BANIC

Selanjuinya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan al - Murabahah
{selanjulnya disebut "Akad™) dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagal berikut ;
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1. Murabahah

2, Syari'ah adalah

4. Barang adalah
4, Pemasak adalah

5. Pemblayaan adalah

| - 6. Harga beli adalah

7. Margin Keuntungan
adalah

8. Surat Pengatuan
Utang adaiah

8. Dokumen Jaminan
adalan

+ 10, Jangka Waktu
HLkad adalah

1. Hari Kerja Bank
adalah

12. Pembukuan

Pembiayaan adalah :

Pasal 1
DEFINISI

Akad jual bell aniara BANK dan NASABAH, BANK membelj barang yang diperuka;
NASABAH dan menjual kepada MNASABAH yang bersangkutan sebogar harg;
perolzhan ditambah dengan keun'ungan yang disepakati

Hukum 1slam yatg bersumber dar al-Quran dan al-Hadits (Sunnah) yang mangat
segala hal yeny mencakup bidany, ‘ibadah mahdhah dan ‘ibadah muamalah,

Barang yang cihalalkan berdasar Syari'zh, baik materi Mmaupun cara perolehannys:
yang dibeli NASADAH dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari
Pembiayaan yang discdiakan oleh BANK.

Fihak ke-tiga yang dilunjuk atau setidak-lidaknya disetujui dan dikuasakan oleh

BANK untuk menyediakan barang yang dibeli cich NASABAH untuic dan alas nama
BANK. .

Faou alau plafon dana yang disedizkan BANK yang digunakan unta{;membeii barang
dengan harga beli Yang disepakati cleh BAMK. '

Pemasck alas permintaan NASABAH yang disstujui BANK berdasar Surat
Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH, maksimum sebesar Pembiayaan.

Sejumiah uang yang disediakan BANK kepada NASABAH untuk Enﬁbeli barang darj

Sejumlah vang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan
dalam Akad inj, ¥ang harus dibayar olah NASABAH kepada BANK sesuai dengan
jadwal pembayaran Jang telah disepakati NASABAH dan BANK.

4

Surat Pengakuan bahwa NASABRAH mempunyal Utang kepada® BANK yany dibuat

Mdan ditandztangani NASABAH dan diterima seda diakui alen BANK, sehingga
" kzrenanya barlaky  dan ternilai sebagal  buktt sah tentang adanya kewajiban

pembayaran dari NASABAH kepada BANK sehesar yang lenitany. Surat Pengakuen
Utar.g tidak terbatas pada wesel, promas, dan/atay instrumen lainnya.

Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya
alas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin  terlaksananya kewajiban
NASABAM terhadap BANK berdasarkan Akad ni,

|

Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasat 4 Akad inl

- Harl Kerja Bunk Indonesia.

Ferahukuan atas nama MNASABAH pa.da BANK vang khusus mencatat seluruh
transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, Yang merupakan bukl =zh

dan mengikat NASABAH atas segala kewajit-an pembayaoran, sepanjang tidak’ dapal

;Q-ﬁﬂ i

]
¥

4
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dibuklikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum,

13. Cedera Janji

adalah :  Periztiwa atau peristiva-peristiva sebagaimana yang ter.dnlum dalam Pas
Akad ini ¥Yang menyebabkan BANK dapat menghentizan seluruh atay sebaha
Perabiayaan, dan menagih dengan seketika dan  seckaligus jumiah  kewaj
NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini, :

Pasal 2
FEMEIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA
BANK bedanji dan dengan ini meneikatkan dir untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH

yang akar digunakan untuk membeli barang berupa

dan NASABAH berjanji sera dengan inj mengikatkan diri untuk menerima ~embiayaan tersebut dari dan
karenanya lelah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut -

- Harga Pokok Rp.

- Aargin Rp. e A AT

B H-':"Il‘gﬂ Jual : % = G 2 . . : )
= Angsurai, Pendahiuluan - . ~Rp: G - AP
- \Eembayar';an yang dizagsur " Ra ;

Terbuai‘-g. (Tigapuluh dua juia :sembiianralus sembilanpuluh ribe empatratus tujuhbelzs & 837100 Rupfah}

. Pasal 3
FENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentu N tentang pembatasan penyedisan dana yang
ditet_:apkan_ cleh yang berwenang, BANK beijanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASAEAH
menarik Fembiayaan, selelah NASABAH memenuhi seldruh prasyaral sebagai berikut

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rineian barang yang akan dibiayal
dergan fasilitas Pembizyaan, serz, tanggal dan kepada siapa painbayaran tersebut harus dilakukan, Surat

Permohanan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selaml;rat—larnbalnya 5 (lima) hari kerja BANK dari
saal pembayaran harus dilakukan, .

- Menyerahkan Kepada BANK seluruh  dokumen NASABAM, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-
dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini,

- Telah menandalangani Akad ini dan Akad-Akad .Jaminan ¥ang disyaratkan,
- Bukdi-bul:ti tentang i:eizemilikan afau nak lain atas barang jaminan, seria akt'a—akl.a pengikatan jaminannya.

- Terhadap setiap penarikan sebaglan alau selurub Ferr_*.biaya:an, NASAEAH berkewajiban membuat dan
menandatangani Tanda Bukti Penarimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagal bukti telah diserahkannya éetiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, danfatau akta
dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban uniuk menerbitkan dan meryaerahkanTanda
Bukti Penerimaznnya kepada NASABAH,
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Terhac'ap seflap penarikan sebagian atau selufuh Pembiayaan, NASABAH wajib menyerahkan "Surat Sanggup"
unluk membayar kepada BANK,

Pasa. 4
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- NASABAH berianji dan dengan ini mengikatkan dii untuk membayar kembali jumtah seluruh
BANK sebagaimana tersebut Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu
terhitung se;ak Akad ini ditandatangani, dengan cam mengangsur pada tizp-tiap bulan sesuai dengan "jadwal
angsuran” yang ditelapkan dalam "Surat Sanggup® untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh lempo.

utangnya kepada

- Setiap pembuyaran aleh NASABAH kepada BANK lebih dahulu digunakan untux melunasi biaya administrasi

dan biaya lalnnya berdasarkan Akad ini dan sisanya bard dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan
atas harga pokek barang dan Margin Keuntungan BAHIK.

- Dalam hal -jatuh ternf;m pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bert
BANK, maka NASABAH berianji dan dengan ini mengizatkan dir
pertama BANK bekerja kembali,

epatan dengan bukan pada hari kerja
uhtuk melakukan pembayaran pada hari

-Dalam hal tefjadi keterlambatan pembayaran oléh NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan
dengan ini mengikatkan diff uniuk membayar biaya administrasi pada BANK senilai Rp. d
untuk tiap-tiap  hari - ketedambatan, lerhilung sejzk s2at kewajibar pembayaran tersebut jatuh
tempo sampai dengan tangoal dilaksanakannya pembayaran kembali,

Pasal s
TEMPAT PEMBAYARAN

- Setiep cembayaran kembalipelunasan utang oleh NASABAH kepadz BANK dilakukan di kantor BANK alau

di tempat Ila'm yang ditunjuk BANK, =iat diakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan  atas nama
NASABAH di BANK. : - :

- Dalam [al pernba'_.?aran dilakukan melalul rekening NASABAM di BANK, maka=dengan ini NASABAH
memberi kJasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang difentukan dalam Pasal 1813 Kitah

Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening MASABAH guna membayar /
melunasi utang NASABAH.

Pasal 6
SIAYA, ADTDNGAN DAN PAJAK

-HASABAH berjanfi dan dengan ini mengfkaikan dii untuk menanggung segala biaya yang diperiukan
berkenzan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjanrg hal ju

diberitahukan DAMK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAM menyatakan
perselujuannya: -

- Setiap pembayaran kembalilpelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengizat
NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANt: lanpa polongan, pungutan, bea, pajak dan/
atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika polongan lersebut diharuskan bardasarkan peraluran perundang-



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

undangan yang berlaku,

- NASABAH berjanj dan EfEI'IgEII:i ini mo

ngikalkan diri, bahwa terhadap seliap poton
peraturan perundarg-undangan y

. 8an yang diharuskan olel
ang berlaku, akan dilakukan pembay

arannya olel NASABAH rnolalui BANK.

Pasal 7
JANMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembalipelunasan Pembiziyazn dan Margin Keuntungan tepat pad:
wakit yang telah disepakati olen kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengay

ini mer gikatkan dif antuk menyerahkan jaminan dan mambual pengkatan jaminzn kepada BANK sesuai dengar
peraturan yang berlaku, yang merupakan bagian yang lidak terpisahikan dari Akad ini

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :
sesuai surat keterangan gaji afm.

L]

Pasal 8

“CEDERA JANJI

Mcn}r.ir'}plang dari ketentian dalam Pasal 4‘hkaﬂ ini, BANK berhak untuk n_‘t_enuntutfmer:agih_ pembayaran
dari NASABAY atau stapapun juga yang mempercleh hak darinya, alds sebagian atau seluruh jumlah wtang:
MNASABAH kepada BANK -berdasatan Akad ini vniuk dibayar dengan seketika dan sekeligus, tanpa

diperlukan adanya Swiat Pemberital uan, Surat Teguran atau surat lsinnya, apabila teradi salah saty hal atau
peristiwa tersebut di tavaty inj - ¥ *

- NASABAH tidak melaksanal-an kawsa]iban pembayaran/palunasan teont pada waktu yang diparjanjikan sesuai
¢enaan tanggal jatun tempa Surat Sanggup Membayar yang telay diserahkan NASABAH kepada BANK ;

- Dokumen atuu keterargan yang diserahkan/diberikan NASACAH kapada BANK
dalam Pasal 1] palsu, tidak sah, atay tidak benar; -'

-

schbagaimana yang disebutkan

- NASABAH fidak mémenuhi danfatau mel um Pasal 11 Akad inj ;

anggar ketentuad-ketentuan tersebut dal

- Apabila terdasarkan prraluran

perurdang-undangar yang berlaky
dapat/berbuk menjadi NASABAN :

«tau kemudizn berlaky, NASABAH tidak

- NASABAM dinyatakan dalam

keadasn pailit, ditaruh di bawah pen
likuidzsi

gampunan, dibubarkan, insclvens: danfa tau

- NASABAH atau Pihak Ketiga telah memohon kaaEriian lerhadap NASABAH ;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian

alau seluruh Akt
Pengadilan atau Badan Arbitrase -

2 Jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan

- Apabila pihak yang mewakii MASABAH dalam fkad ini
Pulusan Pengadilan yang telah berkekuatan
kefahatan yang dilakukannya, yang diancam deng

menjadi pemboros, pemabuk, a*-u dihukum berdasar

telap can pasti (in krscht van rewiisde) karena perbuatan
an hukuman penj

ara atzu kurungan salls tahun atau lebih,
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Pasal 9
AKIBAT CEDERA JANJI . -

- Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau paristiwa
tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjLalan baran
jaminan lersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa Jtang MASABAH kep:da BANK

- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dai

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan did  untuk menerima harga yang leriadi setelah dikurangi biaya
Liaya, sebagai harga jual barang jaminan,

- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan di bawah tangan, maka NASADAH dan BANK sepakat, haros

penjualan barang jﬂl‘l’ll‘lan d|tniapkan aleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika baran
jaminan dijual.

- Jika hasil penjualan oarang jaminan tidak mencukupi untuk membayar ulang NASABAH kepada BANK, mak:
NASABAH beranji den dengan ini mencikatken diri uniw ; tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangny:
yarg belum dlbdy‘]f sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apatila hasil penjualan barang jaminan melabit
Jumlah utang atau sisa ulang NASABAM kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan dirl
untuk manyerahkan kelebihar tersebut kepada NASABAH,

Pasai 10

. PENGAKUANDAN SAMINAN

NASABAH dengan ‘ni menyatakan mengzkui kepada BANK, sepagaimana BANK mensrima pernyataan
pengakuan MASABAH tersebut, bahwa :

- NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan selurub dnh}mm yan
menyarizinya, serta untuk menjaiankan usahanya,

- NASABAH meniamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangan| cleh NASABAH berkaian

dengan Akad ini, keberadaarnya tidak melangzar atau berentangan dengan peraturan perundang-undang;
atay Anggaran Dasar-perusahan NASABAH yang barlaku, sehingga karenanva sah, berkekuatan hukum
serta mengikal NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang- halanc
pelaksanaannya.

- NASABAH mi:n_;errur* bahwa pada saz! penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta pal
anggota Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhardap Aka
ini, dan demikian pula NASABAH meanjamin dan karenanya membebaskan BANK dari s=gala gugatan atat
tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketliga lerhadap NASABAH.

- NASABAH menjamin, bahwe lerhadap St'tl‘p pembelian barang dari Pihak Ketiga, barar |g lersebut bebas da
penyitaan, pembebanan, tuntutan, gugatan atau hak untuk menebus kembali.

- NASABAH “erjanji- dan dengan ini mengikatkan difi untuk dari waktu ke wakiu menyerahkan kepada BANK

jaminan tambahan yang dinilai cukup cleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepad:
8ANK belum lunas

SN
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Pasal 14
PEMBATASAN TEFHADAR TINDAKAN NASABAN

NASABAH berjanji dan dengan iy mengikatkan diri bahwa selama masa berjalannya Akad NASABAH,
kecualj selelah mendapatkan Perselujuan terpulis dari BANK, lidzk akan malakiykan sebagian alay seluruhnya
das perhuatan—perhuatan sebayai berikyy -

" - melakukan akuisisi, Mergar, restrukturisas; dan/atay konsoligz«i Perusahann

NASABAH dengan perusahaan
atau Perorangan fain -

= membual ulang lain kepada Pikak Ketliga

-menjual baik sebagian atay seluruh psseat Perusahaan NASABAH ¥ang nyata-nyatg gkan mem
kemampuan atay cara membayar atay melunasi utang atay Sisa utang NASAEAH kepada BANK kecuali
menjual barang dagangan yany me-jadj kegistan usshs NASABAN

" Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupyn barang jaminan dari kedudukan/iokasi barang ity semula
alay ‘senatutnyg berada, dan/atay mengalihkan hak atas: fang atau barang jaminan ¥ang bersangkutan
kepada pihak iain 1 g

P mengajikan Permehonan J-.cpada1 yang bu’m*enang untuk  menunjyk ekseku:nr,-kuratur. bkuidator atay,
PEngawas atas sebagian atay seluruh harta Ii:uka'_fi:lannya,

. Pasal 12

REEiKQ . : i

*

NASABAM atas langaung Jawabnya, berkewajiban melakukan Pemariksaan, paik terhadap keadaan fislk
barang Maupun terhadap sahnyn dnlgumen-dnkumen alau surat-gyray bukti kepemilikan atau hak atas barang
yann bursnngkutan_, sehingga anabils terjad sesuaty, hal terhadap barang lersebut. s¢fak Akad inj ditandatar gan!
seluruh resing sepenuhnya meanjadj tanggung jawab NASABAH, dan karena ity pyla MNASABAH berjanji dan
dengan iy mengikatkan dirt untuk-mambnbasknn BANK dari Seyala resiko tersebut

Pasal 13
J ASURANS)

NASABAH  berfanji dan dengan ini mengikatkan dir untuk menutup asuransi bardasar Syar'ah gtas
bebannya tefhadap seluruh’ barang dan jaminan bagl Pembiayaan beidasar Akag ini, pada perusahaan asurans

yang ditunjuk oleh BANK, dengen menunjuk dan menelapkan BANK sebagal pihak yang berhak menerima
Pembayaran claim asuransi terseby) (Buttikers clause),
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Pasal 14
PEMNGAWASAN

NASABAH beraniji dan dengan ini mengikatkan difi untuk m=mberikan izin kepada BANK atau pihak/
petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang
jaminan, serla pembukuan dan catatan pada sefiap saat selama berlangsungnya Akad ini. dan kepada wakil
BANK tersebut diberi hak untuk memuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersanckutan,

4 Pasal 15
FENYELESAIAN PERSELISIHAN

-Apabila tefadi perbedean pendapat dalam memahamiatay menafsirkan bagian-bagian dar

persrlisihan dasam melaksanakan Aked ini, rnaka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk
secara musyawarah dan mufakatl '

isi, atau te rjadi
menyelesaikan

- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan mielali musyawarah untuk mufakat idak
menghasilkan Lenutusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dar EANK
sepakal unluk _me_nuﬁjuk dan menetapkan sera memberi kuzsa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH
NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase

== yang ditetapkan oleh dan berlaky di badan {ersebul

N

- Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS] bersifat final dar. mengikat.

+

: : i Pasal 16
LAIN-LAIN
Akad Pembiayaan al-Murahzhah iri adalah satu kesaluan dan merupzkan bagizn yang tidak terpisahkan
cengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah romar i No.7/-6024 /081/SR3
alas nama | _ leﬂllt 1{{ _
A _ L Pasal 17 : Ve
- PEMBERITAHUAN g

Sefiap pemberitahuan dar komunikasi sehubungan deng
baik dan sah, apabila dikirim dengan surat fercatat atay
alamat di bawah inj -

an Akad ini dianggap telah disampaikan secara
disampaikan secarg pribadi dengan tanda terima ke

NASABAH

Alamat : ! J o
BANK : PT.BANK SYARIAH MANDIRI .

Alamat ! JI-PB Sudirman No. 52 Jember

| gu%

e
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Pasal 18

PENUTUP

- Apabila aga hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dialur dalam Akad inl, maka MASABAH dan BANK
aran mengaturmya bersama secora musyawarah untuk mufakat dalam suaty Addendum,

- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpizahkan dari Akad ini,
- Surat Ahad ini dituat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas bermaterai cukup datam

rangkap 2 {dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepsnlingan masing-masing pihak.

NASABAH PT BANK SYARIAH MANDIR] (-
CABANG JEMSER

- Wig.

Edhi Mulyonao
Kepala Cabang
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_~ " MAHKAMAH AGUNG RI
s ¥ &8 PENGADILAN AGAMA JEMBER

S A J1. Sumatera 122 Telp. /Fax. (0331) 335765
S JEMBER 68121

Jember, 28 Desember 2006,

SURAT KETERANGAN
Nomor : W13 — A4/3283/TL.O0/X11/2006

Menerangkan dengan sebenamva, bahwa seorang Mahasiswa Universitas
Jember

Nama : NURLAILY CHOLILLAH ;

NI M. : 030710101072 ;

Program :S.1 Hmu Hukum ;

Alamat : Perum Tegal Besar Permai Blok AH - 10 Jember ;

Berdasarkan Surat dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Nomor

AI2A25 | 1PP 92606 tertanggal 30 Agustus 2006, vang bersangkutan telah
melaksanakan Konsultasi di Pengadilan Agama lember dalam permasalahan
C KEWENANGAN PENGATHEAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENG
KETA KEGIATAN VSAHA BANK SYART'AH & ;

Demikian  surat  keterangan ini dibuat  untuk dapatnya dipergunakan
schagaimana mestinyva.

7
H. SUDIRMAN §, SH. MH.
150 183 037
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
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